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A. Konsep Tentang Efektifitas  
1. Pengertian Efektivitas  
Itsilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan 
taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu 
mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu. 
2. Efektifitas dalam hukum  
Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-
tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak 
ditaati.jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi 
sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan 
adalah efektif13 
Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 
oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk para penegak 
hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi 
adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya 
hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu 
                                                             
13 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, 
Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375 
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berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan 
hidup.”14 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh 
mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan 
efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum 
mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia 
sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas 
hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal 
namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan 
unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, 
maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau 
tidaknya suatu ketentuan atau aturan hokum.15 
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 
1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum.  
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4)  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan 
                                                             
14 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, 
Hal.7 
15 Ibid. hal 80 
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5)  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup16 
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 
efektivitas penegakan hukum. Pertama, yang menentukan dapat berfungsinya 
hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan 
hukum itu sendiri. 
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita 
yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum 
tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, 
polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi 
hukum yang sering diabaikan.17 
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh 
terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung 
pada hal berikut :  
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang 
ada. 
                                                             
16 Ibid hal 80 
17 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, 
(Bandung : Mandar Maju, 2001), hal. 55 
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2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 
masyarakat. 
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas 
yang tegas pada wewenangnya.18 
Sedangkan menurut Dias, ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu 
sistem hokum : 
1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap; 
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi 
aturan-aturan yang bersangkutan;  
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang 
dicapai dengan bantuan :  
a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk 
melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang 
demikian;  
b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa 
harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;  
                                                             
18 Opcit. hal.82 
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4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 
mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, 
akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; 
5. Adanya angggapan dan pegakuan yang merata di kalangan warga 
masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu 
memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.19 
2. Prosedur Penuntutan 
1. Pengertian Penuntutan. 
Dalam KUHAP dikenal istilah penuntutan yang dijelaskan dalam 
Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: 
”penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara 
pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa 
dan diputus oleh hakim di siding pengadilan” 
Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, 
perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas 
Terdakwa sedangkan dalam KUHP tidak..“Menuntut  seorang  terdakwa  di  
muka  hakim  pidana  adalah  menyerahkan  perkara  seorang terdakwa  
dengan  berkas  perkaranya  kepada  hakim,  dengan  permohonan  supaya  
                                                             
19 Sidik Sunarya, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Mohammadiyah, 
Malang, hlm.: 13-14 
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hakim memeriksa  dan  kemudian  memutuskan  perkara  pidana  itu  terhadap  
terdakwa”20 
Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut 
umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di 
muka hakim. KUHAP  tidak  menjelaskan  kapan  suatu  penuntutan  itu  
dianggap  telah  ada,  dalam  hal  ini Moeljatno  menjelaskan  bahwa,  yang  
dapat  dipandang  dalam  konkretnya  sebagai  tindakan penuntutan adalah: 
1. apabila  jaksa  telah  mengirimkan  daftar  perkara  kepada  
hakim  disertai  surat tuntutannya. 
2. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan 
dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah 
lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan 
secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap 
cukup alasan untuk menuntut. 
3. apabila dengan  salah  satu  jalan  jaksa  memberitahukan  
kepada  hakim  bahwa  ada perkara yang akan diajukan 
kepadanya21  
Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara 
tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu 
                                                             
20 WirjonoProdjodikoro dalam Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan dalam Proses 
PenegakanHukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab. 
(Jakarta: Gramedia, 2007), 76 
21 Rusli, Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT Citra Aditya Bakti. 
Bandung. Hlm 76 
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termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka 
penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya 
berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini 
adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan 
lengkap oleh penuntut umum. 
Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula 
dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya 
diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas 
perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat 
dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah 
penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang 
ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga 
bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh 
penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya 
berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.22 
Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan 
berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan 
putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara ke 
pengadilan tersebut dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup 
kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan 
                                                             
22 Ibid 77 
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dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana.23 
Didalam penuntutan dikenal 2 asas (beginsel) yaitu: 
 
1. Azas legalitas  
azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut 
semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan 
bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Azas 
legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan 
azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) 
sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. 
2. Azas Opportunitas  
azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum 
untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat 
seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi 
kepentingan umum.24 
Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan menggambarkan secara  jelas  mengenai  azas  opportunitas.  Pasal  
tersebut  berbunyi “Jaksa  Agung  dapat menyampingkan suatu perkara 
berdasarkan kepentingan umum”. 
                                                             
23 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan 
Hukum Pidana & Yurisprudens, Jakarta: Sinar:Grafika, 2010, hlm. 53. 
24 Hamzah, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 16 
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Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan 
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan 
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang 
oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, 
namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum. 
Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenanganan penuntut umum adalah: 
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;  
4. Membuat surat dakwaan;  
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5. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada 
sidang yang telah ditentukan;  
7. Melakukan penuntutan; 
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
9. Mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang 
ini; 
10. Melaksanakan penetapan hakim. 
2. Proses penuntutan  
 Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, 
maka penuntut umum dalam penuntutan haruslah: a) mempelajari dan 
meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat 
dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. b) 
setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana 
dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat 
dakwaan.  
Dalam surat dakwaan itu, Penuntut umum menyebutkan dengan jelas : 
tempat, waktu, dan perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan 
penyebutan perbuatan-perbuatan itu harus mengadung syarat-syarat untuk 
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memasukan perbuatan itu dalam suatu penyebutan oleh suatuperbuatan yang 
diancam dengan pidana25 
Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan kejaksaan 
agung Republik Indonesia, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara lain: 
a. Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam 
mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang- 
undang yang berlaku bagi terdakwa.tidak terdapat kekurangan atau 
kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau 
dakwaan tidak dapat dibuktikan. misalnya : apakah ada pengaduan 
dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan 
pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, 
apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum daluarsa, apakah 
tindak pidana itu tidak nebis in idem. 
b. Jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan 
unsur- unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan 
dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh 
terdakwa dalam surat dakwaan.  
c. Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-
unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Dalam 
                                                             
25 Martiman Prodjohamidjojo, 2002. Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan. Jakarta 
Ghalia Indonesia hal 16 
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menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat pada pasal-
pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat 
mengubah atau menambahkan pasal-pasal pidana lain selain yang 
telah dipersangkakan26 
Pembuatan Tuntutan (Requisitor) Requisitor (surat tuntutan pidana) 
dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 
143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan berfungsi mengantarkan perkara pidana 
di muka pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan diadili, sedangkan 
surat tuntutan berfungsi sebagai surat tuntutan di muka pengadilan agar 
terdakwa diputuskan dengan pernyataan bersalah atau tidak. Surat dakwaan 
dibuat dalam tingkat tuntutan pada kejaksaan, didasarkan atas pemeriksaan 
penyidikan pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan sendiri, sedangkan surat 
tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan dengan dasar 
hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan siding 
Jadi pengertian requisitor adalah tuntutan dari penuntut umum, yang 
dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila 
pemeriksaan tersebut sudah selesai; artinya terdakwa, saksi-saksi serta alat- 
alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar 
keterangannya dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya.27 
                                                             
26 Ibid hal 17 
27 Dede hidayat.2012.Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana . 
Universitas singaperbangsa karawang hal 16 
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Dalam tuntutan itu, apabila menurut penuntut umum telah terbukti 
perbuatan- perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut umum 
menurut supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu tindakan, dengan 
menyebut peraturanperaturan hukum pidana yang telah dilanggar oleh 
terdakwa. Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan pidana dapat 
terlihat dalam hal sebagai berikut:  
1. Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-
hasil pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana tersebut.  
2.  Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil 
pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakannya 
dalam surat dakwaan yang dibacakannya diawal persidangan. 
3. Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti daripada 
tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang 
terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-
fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya 
dalam surat dakwaan. 
4. Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan faktafakta yang 
terungkap di persidangan, penuntut umum secara konkrit telah 
memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa 
yang telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, 
bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, 
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barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan 
siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak 
pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada 
dakwaannnya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti 
dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi. 
5.  pada saat penuntutan umum meminta hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa, sekali lagi penuntutan umum 
menunjukan kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai 
dengan dakwaannya. Pidana pada hakekatnya adalah penderitaan 
atau nestapa yang sifatnya tidak menyenangkan, pidana tersebut 
diberikan atau dijatuhkan oleh badan negara yang mempunyai 
kekuasaan untuk itu dan dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan suatu perbuatan pidana28 
Oleh karena itu, penuntut umum dalam menyusun tuntutan pidana 
harus memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, 
antara lain:  
1. Faktor yang memberatkan: 
• terdakwa sudah pernah dihukum 
•  perbuatan terdakwa sangat tercela 
• terdakwa telah menikmati hasil 
                                                             
28 Ibid hal 17 
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• terdakwa mangkir atas dakwaan jaksa, sehingga memperlambat 
jalannya siding 
2. Faktor yang meringankan: 
• terdakwa masih muda 
• terdakwa belum pernah dihukum 
• terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
• terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 
•  terdakwa menyesali perbuatannya 
Dalam konsideran Surat Edaran No. SE 001/J.A/4/1995 tentang 
Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan arti pentingnya Pedoman Tuntutan 
Pidana, yaitu antara lain untuk mewujudkan tuntutan pidana:  
1. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang 
di dalam masyarakat  
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan 
dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang 
lainnya  
3. Menciptakan kesatuan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan 
asas bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan 
4. Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara- 
perkara sejenis antara satu daerah dengan lainnya dengan 
memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara 
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 Surat dakwaan Surat Tuntutan 
Perbedaan -    dibacakan pada saat 
permulaan sidang 
-      berisikan pasal-pasal 





-    diajukan oleh 
penuntut umum 
setelah pemeriksaan 
di sidang pengadilan 
dinyatakan selesai 




Persamaan - dibuat oleh penuntut 
umum, untuk diajukan 
pada sidang pengadilan 
- dibuat oleh penuntut 
umum, untuk diajukan 
pada sidang pengadilan 
 
C. Kejaksaan  
1.  Pengertian Kejaksaan 
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 
melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai 
badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan 
dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada 
Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri 
32 
 
merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana 
semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.29 
Selain dari Kejaksaan Agung yang bertempat di ibu kota, untuk 
ditingkat provinsi ada Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala 
Kejaksaan Tinggi dimana dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala 
Kejaksaan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 
Kemudian ada pula yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yaitu 
Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, hal ini telah diatur dalam Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 
Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah 
satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam 
menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan 
hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga 
negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus 
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari 
                                                             




pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 
ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).30 
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga 
mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan 
peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan 
berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses 
pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan 
keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali 
proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat 
menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 
berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidan 
 Pengertian Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) butir a 
dan ayat (6) butir b KUHAP, sebagai berikut:  
1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) 
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. 




Rumusan pada Pasal 1 ayat 6a ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam 
UndangUndang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam Pasal 1 ayat (1) bagian ketentuan umum sebagai berikut:   
1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 
undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum serta wewenang lain berdasarkan undang- undang. 
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. 
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan. 
4. Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis 
dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan 
kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. 
Pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa 
berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan 
pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam 
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan 
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persindangan sedangkan Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia bisa dilihat dari ketentuan pasal 2 UU Kejaksaan yang 
menyebutkan : 
1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-
undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang 
2. Kekuasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara merdeka 
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan 
tidak terpisahkan31 
Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan 
pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, 
Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha 
Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata 
Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana 
kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta 
                                                             
31 Penjelasan pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan yang dimaksud dengan “Kejaksaan satu dan 
tidak terpisah” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan 
yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri 
khas yang menyatu dalam tata piker, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan 
penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas 
berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun 
untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti 
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melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-
Undang. 
b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan  
Mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan secara umum diatur dalam 
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004:  
(1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan penuntutan 
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat 
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang 
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik.  
(2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa 
khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan 
untuk dan atas nama negara atau pemerintah.  
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(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan:  
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat 
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum 
c. pengawasan peredaran barang cetakan 
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara 
e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama 
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
Secara khusus tugas dan wewenang Kejaksaan terdapat pada Pasal 35 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang memuat kewenangan dan tugas 
Jaksa Agung selain dari memimpin instansi Kejaksaan, yakni: 
a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan 
keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan 
b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh 
undang-undang 
c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum 
d. mengajukan kazasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah 
Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara. 
e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah 
Agung dalam pemeriksaan kazasi perkara pidana 
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f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 
keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa:  
1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa 
untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam 
negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan 
di luar negeri. 
2.  Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di 
dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas 
nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani 
perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa 
Agung. 
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya 
diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal 
diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut 
dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan 






c.  Jaksa Sebagai Penuntut Umum  
Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari 
pemahaman terhadap undang- undang yang mengaturnya tersebut. Ketentuan 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:  
1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-
Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan. 
2. Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 
undang-undang. 
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam 
melakukan penuntutan.  
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenai tugas jaksa 
sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2004: 
 “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang 
lain berdasarkan undang-undang”. 
  Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan 
karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan 
tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaksa melakukan penuntutan untuk 
40 
 
dan atas nama negara, sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang 
mempunyai wewenang melakukan penuntutan32  
Sebagai administrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut 
yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan 
perkara yang tidak perlu terjadi; karena ia mempunyai kedudukan sebagai 
pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa 
sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia senantiasa mengusahakan jumlah 
penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya. Sementara sebagai 
“setengah hakim” atau sebagai “menteri hakim”, jaksa juga harus melindungi 
yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk 
melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses 
perkara sehingga jaksa harus berprilaku sebagai seorang pejabat yang 
berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral yang tinggi 
sekali.33 
E. Definisi Narkotika  
Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat 
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi samapai menghilangkan rasa nyeri dan 
menimbulkan ketergantungan. 
                                                             
32 Kristiana, Yudi. 2006. Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi. PT. Citra 
Aditya Bakti. Bandung. Hlm 52  
33 Ibid. hlm 54 
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Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 
ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara 
lain : 
1.Narkotika Golongan I  
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi 
sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika 
golongan I ada 26 macam. Yang popular disalahgunakan adalah tanaman 
Genus Cannabis dan kokaina. Cannabisdi Indonesia dikenal dengan 
namaganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, 
Sedangkan untuk Kokainaadalah bubuk putih yang diambil dari daun 
pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika 
golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau 
digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk 
kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang 
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang 
diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam 
jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri 
Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat 
dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar 
farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepntingan 
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pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 
Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
2.Narkotika golongan II  
Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika 
yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang 
paling populer digunakan adalah jenis heroinyang merupakan keturunan 
dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang 
mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan 
batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk 
mengurangi rasa sakit disebut pelhipidinedan methafone. Heroin dengan 
kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. Putauw merupakan 
jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah 
paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar 
heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat 
menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering 
disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan 
brown atau Mexican adalah jenis heroinyang kualitasnya lebih rendah dari 





3. Narkotika golongan III 
 Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 
(1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah 
narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama 
dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara 
memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang 
sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang 
sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah 
sebagai kotoran dari sejumlah morfin 
 
 
